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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri
manusia yang mana harus dijujung tinggi dan dihormati serta dilindung
oleh negara, yang sudah ada sejak dalam kandungan. Hak Asasi Manusia
biasa disingkat menjadi HAM. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1‘945‘ juga tercantum di dalamnya mengenai HAM yang
terdapat dalam pembukaan alinea kedua. HAM adalah hak-hak yang
dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Meskipun setiap orang
terlahir - dengan warna. kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan
kewarganegaraan yang berbeda-beda, tetap mempunyai HAM. HAM
harus tetap dijaga agar 'manusia antar satu dengan yang lain tidak
membeda-bedakan.

Menurut Jhon Locke dalam diri manusia terdapat asas-asas yang
merupakan hak-hak aslinya, di mana hak tersebut tidak dapat diganggu
gugat oleh siapapun_termasuk oleh negara.': Dalam Pasal 1 angka 1
Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan
bahwa:

“Seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia yang

dilindungi oleh negara. Karena hak asasi manusia anugerah dari

Tuhan maka sudah sewajibnya negara, hukum, pemerintah dan
setiap orang melindungi hak asasi manusia.”

! Hendrojono Soewono, 2006, Perlindungan Hak-Hak Pasien dalam Transaksi
Terapeutik, Srikandi, Surabaya, him. 7.



HAM juga menyangkut mengenai bidang pekerjaan dan
ketenagakerjaan. Pekerjaan adalah hal yang sangat penting bagi manusia
dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Pekerjaan juga termasuk bagian
penting dalam kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Hal ini dapat
dilihat dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Tiap-tiap Warga
Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”. Dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak
untuk bekerja-serta mendapat! imbalan dan perlakuan.yang adil dan layak
dalam hubungan kerja”.

Sedangkan bidang ketenagakerjaan itu sendiri diatur dalam Pasal 1
angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan “Ketenagakerjaan adalah
segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum,
selama, dan sesudah masa kerja.” Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini dibuat bertujuan untuk
perlindungan terhadap tenaga kerja bermaksud untuk menjamin hak-hak
dasar pekerja atau buruh dan ‘menjamin kesamaan - kesempatan serta
perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan
kesejahteraan pekerja atau buruh dan Kkeluarganya dengan tetap
memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Hak pekerja diatur
dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, menyatakan “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya
berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.



Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berproses untuk
mensejahterakan seluruh rakyatnya. Dilihat dari jumlah tenaga kerja yang
ada, menjadi tugas besar pemerintah dalam menjamin kesejahteraan setiap
pekerja. Di mana hal tersebut adalah hak bagi setiap warga negara untuk
memperoleh jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya
secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, dijamin oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana tercantum
dalam Pasal-28H. ayat;:(3): dalam Pasal 34 ayat-(2).2 Dalam rangka
memenuhi hak warga negara akan jaminan sosial serta amanat Undang-
Undang Dasar 1945, pemerintah telah mengembangkan berbagai program
jaminan sosial, baik yang diselenggarakan dengan skema asuransi maupun
skema bantuan. Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa:

“Kesejahteraan pekerja atau buruh adalah pemenuhan kebutuhan
yang bersifat jasmani atau rohaniah, baik di dalam maupun luar
hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung dapat
mempertinggi- produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang
aman dan sehat”

Hal/ini menunjukan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan
kesejahteraan hidup. Peran penting pekerja dalam pergerakan ekonomi
negara menekan pemerintah untuk terus memperhatikan kesejahteraan
termasuk kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja. Pada saat bekerja,
seorang pekerja tidak hanya berhak mendapatkan penghasilan yang layak
namun juga tunjangan dan jaminan sosial sebagai perlindungan sosial.

Perlindungan sosial akan memperhatikan intervensi sosial yang dibentuk

2 Sulastomo, 2009, Sistem Jaminan Sosial Nasional: Sebuah Introduksi, RajaGrafindo
Persada, him 10.



untuk membantu individu, rumah tangga, dan masyarakat untuk mengelola
risiko dengan lebih baik dan memberikan dukungan kepada orang-orang
miskin.® Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia berisi “Setiap warga negara berhak atas
jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk

perkembangan pribadinya secara utuh”.

Sejalan dengan pengaturan Pasal 41 ayat (1) tersebut, Undang-
Undang Nomaor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(UU SJSN) kemudian memberi payung hukum bagi kewajiban Pemerintah
untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Di mana pada
Pasal 1 menjelaskan  “Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk
perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak”. Ketentuan itu diperinci dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa “Jaminan Sosial adalah salah satu
bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat
memenuhi kebutuhan dasar-yang layak”. Dari. defenisi tersebut dapat di
artikan bahwa siapa saja berhak atas jaminan sosial, selama orang tersebut

melakukan kewajiban sesuai dengan yang ditetapkan.

Guna menjamin terselenggranya jaminan sosial tersebut, Indonesia
memiliki sebuah lembaga yang khusus bergerak di bidang asuransi sosial,

yakni, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disebut

% Stephen Devereux dan Rachel Sabates-Wheeler, 2004, Transformative Social
Protection, Brighton: Institute of Develoment Studies, him. 232.



BPJS. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyebutkan program

Ketenagakerjaan terdiri dari:

1. Jaminan Kematian (JK)

2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
3. Jaminan Hari Tua (JHT),

4. Jaminan Pensiun (JP)

Program-program tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 44-Tahun.2015. tentang' ‘Penyelenggaraan-Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kematian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun,
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Hari ;Tua dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum nirlaba. Menjadi
kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya wajib bagi tenaga kerja di
sektor formal,’ namun_juga tenaga kerja informal: Pekerja formal adalah
orang yang secara resmi bekerja pada suatu perusahaan atau badan lain
yang mempunyai ikatan kontrak yang mengikat melalui kontrak atau
peraturan tertulis. Sementara pekerja informal adalah penduduk yang
bekerja untuk perusahaan atau fasilitas perorangan tanpa persetujuan resmi

pemerintah dan tanpa terikat kontrak atau peraturan tertulis.* Apabila

* Anggi Chisye Piteradja, ddk., 2018, “Implementassi Program Jaaminan Hari Tua di

Badan Penyelenggaraan Jamsostek Kota Manado”, Jurnal Administrasi, vol.4, No 49 (2018),

him.2.



Pemerintah merencanakan untuk pelaksanaan suatu sistem jaminan sosial,
sebenarnya pemerintah tersebut berjanji kepada para pekerja serta anggota
keluarganya akan masa depan kesejahteraan mereka. Sementara itu, salah
satu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang
memiliki manfaat paling besar yaitu Jaminan Hari Tua, yang kemudian
disingkat menjadi JHT. Jaminan sosial ini merupakan perlindungan bagi
pekerja saat bekerja maupun memasuki masa pensiun (pasca bekerja)
dengan peruntukan. perlindungan Sdan* kesejahteraan...Kondisi ini tidak
pernah terlepas dari kebijakan JHT sebagai kebijakan publik yang telah
ditetapkan. Kebijakan publik diutarakan oleh Anderson merupakan semua

yang pemerintah lakukan atau tidak dilakukan.>

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Thonmas Dye yang
menjelaskan bahwa kebijakan publik mengenai keputusan pemerintah atas
apapun untuk memiliki, untuk melakukan, atau tidak melakukan.® Dalam
hal ini, kebijakan publik mengenai manfaat JHT merupakan tindakan yang
dilakukan pemerintah untuk menyelenggarakan prinsip tabungan wajib
yang ditunjukan, bagi' pekerja yang- akan ~memasuki usia pensiun,
keterangan ini juga tertera di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor

46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Seiring perkembangan zaman, pengaturan manfaat JHT ini
mengalami beberapa perubahan baik dari Peraturan Pemerintah maupun

Peraturan Menteri nya sendiri. Yaitu mulai dari Peraturan Pemerintah

® Wahab, Abdul, dan Solichim, 2012, Analisa Kebijakan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, him
77.

® Thomas R. Dye, 2005, Understanding Publicy Policy, Eleventh Edition, New.
Jersery:Person. Prentice Hall.



Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Program
Jaminan Hari Tua, pada peraturan ini pembayaran manfaat JHT sejalan
dengan UU SJSN, peraturan ini dilaksanakan pada Peraturan Menteri
Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran
Manfaat Jaminan Hari Tua. Namun penjelasan yang ada di peraturan
tersebut bertentangan dengan UU SJSN. Seiring berjalannya waktu
dilakukan revisi atas aturan ini dan dikeluarkan Peraturan 60 Tahun 2015
tentang Perubahan -Atas, Peraturan Remerintah Nomor.46 Tahun 2015
tentang = Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua serta direvisi
kembali Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Dan
Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, tujuan dibentuk
peraturan tersebut untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai jika
memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal
dunia. Banyaknya pekerja yang protes merasa diberatkan maka dilakukan
revisi kembali dan diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022
tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari
Tua, dan aturan ini bertahan sampai. saat, ini. Dapat dilihat hal tersebut
jalah suatu permasalahan yang timbul akibat terjadinya disharmoni
peraturan mengenai manfaat JHT tersebut membuat tidak kuatnya
kepastian hukum bagi para pekerja dalam mencairkan uang tunai JHT

peserta.

Membahas mengenai hak, itu artinya tidak lepas dari pengakuan
hak asasi manusia di Indonesia. Pada Pancasila dasarnya adalah

memegang teguh hak asasi manusia pada setiap silanya, dapat ditemukan



dalam bunyi sila yang ke dua Pancasila yaitu: “kemanusiaan yang adil dan
beradab”. Jaminan kepastian hukum bagi hak asasi manusia khususnya
setiap warga maupun penduduk di Indonesia membutuhkan payung

hukum, legalitas serta pengakuan akan hak asasi manusia.

Hal ini kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam diri manusia dapat ditemukan
asas-asas yang merupakan hak-hak aslinya yang di mana hak tersebut
tidak dapat diganggu gugat oleh si"apapun termasuk oleh negara.’Sehubung
dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap seluruh warga negara
Indonesia, dengan adanya Sidang Tahunan Tahun 2001 Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan untuk melakukan
perubahan mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur hak asasi
manusia dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945, sejalan adanya perubahan tersebut diharapkan agar

semakin dihormati dan ditegakkannya hak asasi manusi di Indonesia.?

Kajian ini menarik karena membahas mengenai kebijakan manfaat
JHT dan pemenuhan hak pekerja di Indonesia. manfaat JHT memiliki
permasalahan yang cukup signifikan baik segi regulasi, tata kelola, dan
kepatuhan para pelaksana yang sehingga menyebabkan manfaat JHT
belum optimal diterima oleh peserta karena adanya disharmonis dari

pemerintah atas aturan JHT terhadap pekerja. Penelitian ini akan

" Hendrojono Soewono, 2006, Perlindungan Hak-Hak pasien dalam Transaksi
Terapeutik, Drikandi, Surabaya, him. 7.

® Ridwan Arfin, & Lilis Eka Lestari, “Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, Jurnal
Komunikasi Hukum Vol. 5 No. 2, 2019, him 15.



memperkaya pengembangan ilmu hukum khususnya bidang jaminan sosial

(JHT) bagi tenaga kerja.

Fokus penelitian ini adalah kebijakan pemerintah yang efektif
berbasis nilai keadilan sosial untuk mewujudkan jaminan sosial. Dengan
politik hukum yang tepat diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan
pemerintah guna mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan fungsi
mensejahterakan rakyat oleh negara (Welfare State) serta mengurangi
angka kemiskinan di mana pekerja sektor informal tercakup di dalamnya.
Oleh karena itu, perlu dikaji kembali mengenai perkembangan pengaturan

JHT tenaga kerja ini dalam rangka perlindungan buruh atau pekerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
menyusun penelitian yang/berjudul “PEMENUHAN TERHADAP HAK
JAMINAN HARI TUA'DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DILIHAT DARI

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”
. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan
permasalahan yang akan dibahas, yakni:
1. Bagaimana dinamika pengaturan Jaminan Hari Tua dalam
perkembangan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia?
2. Apakah Jaminan Hari Tua dalam pengaturan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah memadai

dilihat dari prespektif Hak Asasi Manusia?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditetapkan
bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui dinamika pengaturan Jaminan Hari Tua dalam
perkembangan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui memadai atau tidaknya Jaminan Hari Tua dalam
pengaturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakérjaén dari prespektif Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas,
maka hasil keseluruhan yang diperoleh nantinya dalam penelitian ini,
sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Sebagal persyaratan penulisan tugas akhir untuk mencapai gelar
sarjana hukum.

b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi
dalam bidang pengembangan keilmuan hukum yang berkaitan
dengan pemenuhan hak asasi manusia dalam  bidang
ketenagakerjaan, serta penelitian ini  diharapkan dapat
menambahkan pengetahuan perkembangan hukum khususnya
Hukum Tata Negara di Indonesia.

2. Manfaat Praktis



a. Bagi pemerintah, diharapkan baik data, maupun opini penulis
dalam penelitian ini dapat menjadi referensi pemerintah untuk
menemukan medium hukum yang tepat dalam mengatasi berbagai
permasalahan hukum pada sistem Jaminan Hari Tua bagi buruh
atau tenaga kerja, terkhusus dalam permasalahan perlindungan Hak
Ketenagakerjaan di Indonesia.

b. Bagi pekerja, penulis berharap penelitian ini dapat membantu
pekerja dalam-mengetahui serta.melindungi-Hak- Ketenagakerjaan
khususnya dalam jaminan sosial mengenai Jaminan Hari Tua.

c. Bagi masyarakat umum, diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi
sumbangan wawasan hukum, sehingga masyarakat dapat

mengetahui nya.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman atau
acuan, tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan
memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar
dan komperhensif. Untuk mendapatkan data.yang konkret sebagai bahan
dalam penulisan ini, maka penulis mengemukakan masalah yang akan
diteliti dengan menggunakan metode penelitian yang dipergunakan ialah:
1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian hukum normatif yang dimaksud adalah penelitian terhadap

asas-asas hukum yang menyangkut substansi peraturan perundang-



undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah studi kepustakaan.®
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif yakni suatu penelitian yang
memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai
permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan dengan
data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis mengungkapkan
kesesuaian-antara ketentuan yang'ada dengan kenyataan yang terjadi.
Penulis menggambarkan sejauh mana pengaturan mengenai Jaminan
Sosial menurut Hukum Tata Negara.
3. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan
kumpulan data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan di
mana dalam data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder,bahan hukum tersier sebagai
berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki,'®bahan hukum primer
merupakan bahan hukum bersifat autoritatif, artinya mempunyai
otoritas. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari perundang-

undangan, catatan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

° Bambang Sungguno, 2003, Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada,
Jakarta, him.184.
19 peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, him 181



perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sumber bahan

hukum primer dalam proposal ini yaitu berkaitan dengan :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang
Cacat

Unda’ng‘-Uhdanvg Republik Indonesia>Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan
Sosial.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah  Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari-Tua.

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

10) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan

Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

11) Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara

dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.



12) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 37 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

13) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022
tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat
Jaminan Hari Tua.

14) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022
tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat
Jaminan'Hari Tua.

b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang
memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer. Data
sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan
masalah yang sedang dihadapi. Bahan hukum sekunder yang
didapatkan melalui buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang
berkaitan dengan objek penelitian™.
¢) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum-tersier-adalah bahan yang didapatkan dari
petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau
bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia,
majalah, surat kabar, dan sebagainya™.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi

dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap

11 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, him 106.
12 -
Ibid.



penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis
normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-
bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus
diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat
menentukan hasil suatu penelitian.™
5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data
Adapun. Teknik: pengolahan data dari penelitian yang penulis
pergunakan adalah sebagai berikut:
a. Pengolahan Data
Sebelum melakukan analisis data, data yang diperoleh dan
dikumpulkan akan dilakukan akan dilakukan pengolahan data
dengan cara editing. Editing adalah data yang diperoleh penulis
diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang
diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung
pemecahan masalah yang sudah dirumuskan®*.
b. Analisa Data
Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan
data yang dilakukan peneliti yang memerlukan kecermatan,
ketelitian, dan pencurahan daya pikir yang optimal, sehingga hasil
analisis datanya diharapkan mampu memberikan jawaban dari

permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini.

1% Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali
Press, Jakarta, him 68.
“ Ibid.



Berdasarkan data yang dikumpulkan, maka penulis
melakukan analisis data secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan
gejala yang terjadi. Analisis data yang dilakukan dengan cara
mengumpulkan semua bahan yang bukan merupakan angka-angka
dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang
ada.®Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka
pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan
perundang-undangan- | I(statute™ | approach)....dan  pendekatan
konseptual (conseptual approach) berupa doktrin yang terdapat

dalam ilmu hukum.*®

1> Burhan Ashofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, him 20.
18 saldi Isra, 2010 Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi
Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, him 13.



